










































LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI TERHADAP INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024 

 

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Medan telah melakukan Pengujian 

Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana pada table di bawah ini : 

NO INFORMASI 
DASAR HUKUM PENGECUALIAN 

INFORMASI  

KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI 
PUBLIK JANGKA WAKTU 

DIBUKA DITUTUP 

1. Data Pribadi Pegawai: 
 Daftar riwayat hidup pegawai   
 Hasil general chek up kesehatan  

pegawai  
 Hasil evaluasi kapabilitas/ 

intelektualitas/kompetensi/ 
rekomendasi pegawai - Penilaian 
Prestasi Kerja Pegawai  

 Riwayat dan kondisi anggota keluarga 
pegawai  

 Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan 
rekening bank pegawai  

 Catatan yang menyangkut pribadi 
seorang pegawai berkaitan dengan 
pendidikan formal dan non formal  

 Biodata Elektronik PNS (Database)  
 Berkas dan Arsip Dokumen PNS Provinsi 

dan Kabupaten/Kota  
 Dokumen Perceraian meliputi Identitas 

PNS yang mengajukan izin 
Perceraian/Perkawinan dan Dokumen 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
2008 tentang Keterbukaan Informasi 
Publik Pasal 17 huruf h"Informasi 
Publik yang apabila dibuka dan 
diberikan kepada Pemohon 
Informasi Publik dapat mengungkap 
rahasia pribadi" 

Informasi Publik 
yang apabila dibuka 
dapat 
mengungkapkan 
rahasia pribadi 

Melindungi Hak 
Pribadi 

Melindungi Hak 
Priba 



Notulensi rapat Tim Penyelesaian Kasus 
Perceraian 

2. 1. Laporan Keuangan dan Dokumen 
pendukung yang belum di Audit oleh 
BPK 

2. Laporan Pajak Pribadi  
3. Data Pihak Ketiga dalam SP2D 

 Undang-Undang Nomor 14 
Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik P 
asal 17 huruf j; 

 Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah Retribusi Daerah Pasal 
172 ayat (1) dan (2); 

 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2) 

 Dapat 
menimbulkan 
penyalahgunaan 
dokumen 
negara; 

 Apabila dibuka 
akan 
memberikan 
informasi yang 
tidak akurat; 

 Melindungi dan 
megurangi 
penyalahgunaan 
dokumen 
negara; 

 Menghindari 
kesalahpahaman 
terhadap 
informasi 
dimata publik; 

 Sampai 
mendapat 
persetujuan 
dan telah 
diundangkan 
dalam 
lembaran 
daerah 

 Sampai ada 
persetujuan 
tertulis dari 
yang 
bersangkutan 
dan selesainya 
proses 
pengadilan 
serta 
pemeriksaan 
keuangan oleh 
instansi yang 
berwenang 

3 1. Sistem Keamanan website / aplikasi 
online (akun administrasi) 

 UU Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Keterbukaan Informasi 
Publik Pasal 17 huruf j 

 UU Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaski 
Elektronik 

 Rentan 
penyalahgunaan 
oleh pihak lain 
dan 
membahayakan 
keamanan 

 Keamanan 
Sistem 

 Selama masih 
digunakan 

 



Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh : 

NO NAMA JABATAN UNIT KERJA 
TANDA TANGAN 

1. Dr. ILYAS S. SITORUS, SE, M.Pd Kepala Dinas Komunikasi dan 
Informatika Provinsi 
Sumatera Utara selaku PPID 
Utama 

Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Sumatera Utara 

 

2 Harvina Zuhra, STP, M.Si Kepala Bidang Informasi dan 
Komunikasi Publik 

Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Sumatera Utara 

 

3. Porman J. M. Mahulae, ST, M.Si Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Sumatera Utara 

 

4. Sudarto Pengelola Layanan Informasi 
Publik 

Dinas Komunikasi dan Informatika 
Provinsi Sumatera Utara 

 

 


